GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek
yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, sehingga perlu
disesuaikan;

b. bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014
menetapkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta
penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tarif
Retribusi Izin Trayek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan jProvinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 45 Tahun 2009 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4724 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3293);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
( Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012 Nomor 1 Seri C ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 1 Tahun 2014 ( Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 Nomor 1
Seri C);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013 Nomor 1 seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK.
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Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Perizinan Tertentu, diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI C
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015.

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No.

JENIS KENDARAAN

TARIF KETERANGAN

—

Mobil Penumpang 1 s.d 8 orang

Rp. 1.000.000,- | Per unit per 5 Tahun

Mobil Bus 9 s.d 15 orang

Rp. 1.250.000,- | Per unit per 5 Tahun

Mobil Bus 16 s.d 28 orang

Rp. 1.500.000,- | Per unit per 5 Tahun

el

Mobil Bus > 28 orang

Rp. 1.750.000,- | Per unit per 5 Tahun

Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI
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